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Abstrak 
Perkembangan Internet and Communication Technologie (ICT) telah 
hadir dan berkembang cepat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir 
ini. Membawa semua negara dalam sebuah desa global yang 
menghubungkan semua penduduk di muka bumi. Hal ini mengakibatkan 
pemerintah Indonesia meneyesuaikan kebijakannya terhadap 
perkembangan ICT tersebut. Artikel ini mencoba membuktikan bahwa 
perkembangan ICT berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan sistem 
Pendidikan nasioal oleh Pemerintah Indonesia melalui UU sistem 
pendidikan nasional, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri di 
bidang Pendidikan. Penelitian dalam artikel ini ditulis menggunakan 
pendekatan perkemangan kesejarahan ICT dan kebijakan pemerintah 
dalam sistem Pendidikan nasional yang dikaji secara kepustakaan. 
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Pendahuluan 
Dalam era “knowledge development and management” kemajuan dan 
kejayaan suatu Negara tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekayaan sumber 
daya alam, melainkan lebih banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia 
yang dimilki oleh Negara tersebut. salah satu cita-cita bangsa Indonesia merdeka 
yaitu mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, sejalan dengan cita-cita kemerdekaan 
bangsa Indonesia tersebut, maka pendidikan merupakan hal yang harus mendapat 
prioritas.  
Masalah pendidikan adalah suatu gejala universal yang melanda setiap 
Negara, baik Negara maju ataupun Negara berkembang. Begitu juga dengan 
masalah pendidikan di Indonesia, pada satu sisi tuntutan pemerataan sesuai dengan 
pasal 31 UUD’45 mesti diwujudkan, namun pada sisi lain mutu pendidikan sebagai 
upaya dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pun merupakan 
tuntutan yang harus seiring dengan laju pembangunan bangsa. Di samping itu, 
kebijakan UUSPN No 20 Tahun 1989 tentang penyelenggaraan pendidikan yang 
diatur melalui sistem pendidikan nasional, yang secara nyata melibatkan berbagai 
komponen pendidikan seperti; penyediaan sarana dan prasarana baik fisik maupun 
non-fisik, sampai saat ini juga masih merupakan masalah yang memerlukan cara 
pengaturan yang efektif dan efisien agar pelaksanaan sistem pendidikan nasional 
dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditargetkan.  
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Menurut Gaffar (2007) sebagaimana dikutib oleh Tilaar,1 kebijakan 
pendidikan berhubungan dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan 
perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan. Tilaar mendefinisikan 
kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-
langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka 
untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dalam 
suatu kurun waktu tertentu.2 Upaya memperhatikan pendidikan merupakan wujud 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena pendidikan akan meningkatkan 
mutu SDM dalam bentuk penguasaan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan 
pengembangan nilai-nilai kehidupan secara pribadi dan sosial.  Dalam pendidikan 
juga terdapat upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 
rangka mendewasakan atau mengembangkan potensi peserta didik. Untuk 
menghasilkan generasi bangsa yang berilmu, cakap dan bermoral maka proses 
pendidikan di sekolah harus memberikan fungsi yang berimbang antara pengajaran 
dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wijayanto yang menyatakan 
“sekolah modern dalam melaksanakan fungsinya perlu memberi porsi seimbang 
antara pengajaran dan pendidikan.  Dalam upaya pembangunan bidang pendidikan, 
pemerintah telah menetapkan kebijakan WAJAR (Wajib Belajar) 9 tahun, bahkan 
untuk beberapa daerah tertentu telah mencanangkan WAJAR 12 tahun. Melalui 
kebijakan ini, bahwa setiap warga Negara Indonesia minimal berpendidikan sampai 
tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau sederajat. Selain program WAJAR, 
upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat pun 
terus dikembangkan.  
 Era globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia berlangsung sangat 
cepat yang menimbulkan dampak global sekaligus menuntut kemampuan manusia 
unggul yang mampu mensiasati dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan 
yang sedang dan akan terjadi. Globalisasi akan semakin membuka diri bangsa 
dalam menghadapi bangsa-bangsa lain. Persaingan antar bangsa akan semakin ketat 
dan tak dapat dihindari, terutama di bidang ekonomi dan IPTEK. Kondisi tersebut 
menuntut sumber daya manusia yang memiliki keunggulan komparatif dan 
kompetitif. Salah satu wahana yang sangat strategis dalam meningkatkan kulitas 
sumber daya manusia yang unggul adalah melalui pendidikan.  bertambahnya 
tuntutan, kompleksitas kehidupan, serta penddidikan yang diselenggarakan 
masyarakat sendiri tanpa adanya intevensi pemerintah tidak memadai, oleh sebab 
itu, pengurusan masalah-masalah pendidikan dibutuhkan intervensi dari pemerintah 
atau penguasa. Di Negara maju yang masyarakatnya sudah mmpunyai kesadaran 
yang sedemikian tinggi terhadap pendidikan pun, dalam realitasnya, masih 
membutuhkan intervensi pemerintah walaupun dalam kadar yang tidak seberapa 
besar.  
                                                          
1H.A.R Tilaar & Nugroho, R kebijakan pendidikan dan pengantar untuk 
mamahami kebijakan pendidikan, & kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik 
(Jogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 28 
2H.A.R Tilaar & Nugroho, R kebijakan pendidikan dan pengantar untuk 
mamahami kebijakan pendidikan, & kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, 139   
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Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam 
pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi dan tranformasi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat 
terpelajar (educated people) yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang 
maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan. Oleh karena itu, 
pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya insani 
merupakan suatu usaha besar dan vital yang selalu diupayakan serta menjadi pusat 
perhatian setiap Negara yang ingin memajukan bangsanya. Usaha dan upaya suatu 
Negara dalam meningkatkan kecerdasan serta kemampuan bangsanya dapat dilihat 
dalam sistem pendidikannya. Kuatnya arus golabalisasi menuntut bangsa Indonesia 
memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dalam segala bidang. Di 
samping itu, bangsa Indonesia harus memiliki kepribadian yang kuat agar tidak 
mudah terseret arus perubahan dunia. Kualitas SDM dengan keunggulan kompetitif 
merupakan persyaratan dalam era global saat ini. Sehingga pemerintah harus terus 
berupaya untuk mengarahkan pendidikan nasional menuju tantangan dan 
persaiangan global seperti salah satu cara dengan menekankan ICT dalam 
pendidikan.3 
Banyak Negara berkembang saat ini menyadari bahwa pentingnya 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan bagian dari 
pembangunan nasional. Oleh karena itu, Negara-negara berkembang termasuk 
Indonesia saling berpacu dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk 
menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi 
pembangunan industri nasionalnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah 
guna tercapainya cita-cita dalam bidang pendidikan seperti yang diamanatkan oleh 
pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang 
dilakukan tersebut berupa pembaharuan atau inovasi pendidikan yang baru, 
kualitatif dan berbeda dari sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk 
meningkatkan kemampuan dalam Pendidikan.4 
Dalam UUD No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 
dijelaskan bahwa visi pendidikan nasional pendidikan adalah mewujudkan sistem 
pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan 
semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas 
sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. 
Kemudian berdasarkan visi pendidikan nasional tersebut selanjutnya dijelaskan 
tentang misi pendidikan nasional, yaitu: (1) mengupayakan perluasan dan 
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat 
Indonesia, (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa 
secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan 
masyarakat belajar, (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses 
pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bermoral,(4) 
meningkatkan keprofesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat 
                                                          
3Ary H Gunawan, Kebijakan- kebijakan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Bina 
Aksara 1986), 86 
4Djaja Djajuri Wijaya dan A. Tabrani Rusyan, Upaya Pembaharuan dalam 
Pendidikan dan Pengajaran (Bandung: Remadja Karya, 1988), 7 
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pembedayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan pengalaman 
berdasarkan standar nasional dan global dan (5) memberdayakan peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam 
konteks Negara kesatuan Republik Indonesia.5 
Bersamaan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah 
telah pula mendorong berkembangnya pemahaman optimal dari masing-masing 
daerah untuk memiliki sensitivitas sebagai stakeholders dalam merancang dan 
membangun pendidikan. Untuk itu, pemerintah menjelaskan dan memperkuat 
fungsi-fungsi barunya didalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan, termasuk 
dalam penetapan kebijakan pendidikan nasional. Saat ini telah dikeluarkan tiga pilar 
pembangunan pendidikan nasional, yakni: 
(1) Peningkatan dan penguatan akses pendidikan 
(2) Peningkatan relevansi dan daya saing mutu pendidikan 
(3) Peningkatan tata kelola dan citra publik pengelola pendidikan 
untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan. 
Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang dasar 1945, program-
program, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya. 
Kebijakan-kebijakan tersebut sudah banyak dikeluarkan oleh pemerintah, 
diantaranya ada yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Pengertian teknologi 
pendidikan yang dimaksud bukan hanya alat-alat bantu belajar saja seperti audio, 
audio visual, dan sebagainya. Melainkan perencanaan, desain kurikulum, evaluasi 
kurikulum, analisis pengalaman belajar, implementasi program, renovasi belajar dan 
sebagainya. Jadi teknologi pendidikan menyangkut teori dan praktek, sehingga 
teknologi pendidikan bersifat rasional, menggunakan problem solving approach 
dalam pendidikan dan skeptis serta sistematis dalam cara berfikir tentang belajar 
dan mengajar.  
Berbagai upaya telah, sedang dan akan dilakukan oleh semua Negara untuk 
meningkatkan mutu pendidikan serta memperluas kesempatan belajar bagi semua 
anak dan warga negaranya. Menghadapi kondisi seperti itu, pemerintah mengambil 
kebijakan dan memberi arahan dalam pendayagunaan teknologi komunikasi dan 
informasi untuk meningkatkan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan. 
Reformasi pendidikan menjadi agenda pembangunan yang populer dilakukan untuk 
menjawab tantangan tersebut. seperti pembangunan gedung sekolah dan fasilitas 
pendidikan lainnya, peningkatan mutu serta kesejahteraan guru dan tenaga 
kependidikan, perbaikan kurikulum, perbaikan sistem penilaian dan pengujian, 
termasuk pemberian lebih banyak wewenang pada sekolah dalam pembuatan 
kebijakan dan pelaksanannya, perbaikan mutu buku pelajaran, serta bahan belajar 
lainnya dan pendayagunaan teknologi untuk menunjang proses belajar mengajar 
serta pengelolaan pendidikan pada umumnya.6 
Donal P. Ely seperti yang dikutip oleh wijaya, Djajuri dan Rusyan, 
mengatakan bahwa teknologi pendidikan adalah suatu bidang yang mencakup 
                                                          
5M. Fakry Gaffar, Pembiayaan Pendidikan, Permasalahan dan Kebijaksanaan 
dalam Perspektif Reformasi Pendidikan Nasional, (bandung: IKIP Bandung, 2007), 65  
6Dewi Salma Prawiradilaga & Eveline Siregar, Mozaik Teknologi Pendidikan, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) 274 
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berbagai fasilitas belajar melalui identifikasi yang sistematis, pengembangan, 
pengorganisasian, dan penggunaan sumber-sumber yang maksimal dan pengelolaan 
proses pembelajaran. 
Landasan Kebijakan pemerintah 
Di dalam program pembangunan nasional (Propenas) tahun 2004-2009 
dapat dilihat dalam rencana strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional 
terdapat kebijakan pembangunan lima tahun 2005-2010. Dalam kebijakan itu 
memuat kegiatan pokok strategis di antaranya adalah bidang Mutu, Relevansi dan 
Daya saing. Salah satu kegiatan pokok dalam bidang ini adalah Pogram 
Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi. Tolak ukur 
keberhasilannya adalah 100% SMP/MTs yang memiliki akses listrik menerapkan 
TV Based-Learning yang di mulai tahun 2006 hingga 2009. Di samping jenjang 
pendidikan Dasar dan Menengah, program dan kegiatan seperti di atas juga meliputi 
perguruan tinggi dengan tolak ukurnya perguruan tinggi menerapkan pembelajaran 
dan penelitian berbasis ICT. Kegiatan pokok strategis untuk pendidikan luar sekolah 
salah satunya berupa perluasan layanan PAUD (Pendidikan Anak usia Dini) melalui 
pemberdayaan masyarakat, Perluasan paket A dan Paket B untuk menunjang wajib 
belajar Sembilan tahun ekstensifikasi Paket C. selain itu juga guna peningkatan 
mutu, relevansi dan daya saing ditingkatan pemanfaatan ICT dalam pembelajaran.7 
Dari uraian-uraian di atas, dalam Renstra Departemen Pendidikan Nasional 
(2004-2009) jelas terprogram upaya peningkatan kegiatan pembelajaran dengan 
penggunaan teknologi pada setiap jenjang pendidikan bahkan sampai pendidikan 
luar sekolah. Hal ini membuktikan bahwa adanya keseriusan pemerintah untuk 
meningkatkan penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan yang pada akhirnya 
pendidikan di Indonesia dapat meningkatkan mutu pendidikan yang sejajar dengan 
bangsa lain di dunia. Untuk dapat menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, 
pemerintah menuangkannya khusus dalam Undang-undang (UU), Peraturan 
Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri (Permen).     
1. Undang-undang yang berkaitan dengan Pendidikan 
a. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 
b. Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
c. Undang-undang No 11/2008: Informasi dan Traansaksi dan Elektronik 
d. Undang-undang No 20/2006: tentang dewan TIK Nasional   
2. Peraturan Pemerintah yang mendukung Undang: 
a. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket 
A, Paket B, Paket C 
b. Keppres No 20/2006: tentang dewan TIK Nasional 
3. Peraturan Menteri (Permen) 
a. Permen No. 14 Tahun 2007 tentang standar isi Program Paket A, Paket B,  
Paket C 
b. Permen No 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh 
Satuan Pendidikan Nonformal. 
c. Permen No 1 Tahun 2008 tentang standar proses Pendidikan Khusus. 
                                                          
7Ginearawati, “Konsep-konsep dasar kebijaksanaan pendidikan”, Blog 
Wordpress.com. 2011 
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d. Permen No 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Program Paket A, Paket 
B, Paket C. 
e. Permen No. 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan 
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 
dan pembentukan Pendidikan Buta Aksara. 
f. Permen No 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan 
Informasi dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.  
Untuk meningkatkan akses pendidikan yang dapat di serap masyarakat 
sesuai dengan amanat Undang-undang dasar 1945 pemerintah dan merintis dan 
telah mengembangkan Jejaring Pendidikan Nasional atau Jardiknas sejak tahun 
2006 telah menjadi program prioritas di Depdiknas dan menjadi salah satu 
flagship yang terbesar di Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional 
(DeTIKNas) yang di pimpin oleh Presiden RI. Untuk mendukung Stabilitas, 
kualitas, kuantitas, efektifitas, dan utilitas layanan Jardiknas. 
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah melakukan 
beberapa kebijakan-kebijakan lain di antaranya: 
1. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan 
jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu 
berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan 
budi pekerti. 
2. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan 
kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman 
peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai 
dengan kepentingan setempat. 
3. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah 
sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta meningkatkan 
partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana 
yang memadai. 
4. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh 
masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang 
efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni. 
5. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, 
terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh 
seluruh komponen bangsa. 
Secara umum kebijakan pemerintah tertuang dalam UUD 1945 yakni pasal 
28 & 31 yang berbunyi (28; c) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan 
kualitas hidup dan demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28; e) disebutkan 
bahwa setiap orang bebas memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, 
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 
dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya. 
Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 
1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan 
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2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 
wajib membiayainya 
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 
nasional 
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% 
dari APBN 
5. Pemerintah memajukan imu pengeahuan dan teknologi dengan menjunjung 
tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan 
kesejahteraan manusia.  
Seiring dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, pengelolaan 
pendidikan pada tingkat sekolah juga mengalami perubahan melalui gagasan 
penerapan pendekatan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang dianggap 
sebagai paradigma baru dalam pengoperasian sekolah. Pendekatan ini memberi 
otonomi yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih 
mandiri. Untuk itu, MBS bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja sekolah 
(efektifitas, kualitas/mutu, efisiensi, inovasi, relevansi dan pemerataan serta 
akses pendidikan dalam rangka peningkatan mutu untuk mewujudkan tujuan 
tersebut diatas, maka penerapan ITC perlu dipertimbangkan untuk membantu 
pelaksanaan manajemen sekolah yang lebih efektif dan efisien. 
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan 
mutlak harus dilakukan untuk menjawab permasalahan dibidang pendidikan 
terutama akses dan pemerataan serta mutu pendidikan. Kebijakan dan 
standarisasi mutu pendidikan menjadi pondasi yang harus dibangun untuk 
pendidikan berbasis TIK yang efektif dan efisien.8 
Kompetensi teknologi adalah sesuatu yang fundamental bagi eksistensi 
manusia (Burke & Ornstein, (1995;) pada setiap tahap dalam siklus kehidupan, 
manusia terus berusaha untuk memperoleh keterampilan baru, atau untuk 
memperbaiki yang sudah ada dengan harapan bahwa produktivitas dan kualitas 
hidup akan ditingkatkan. Berdasarkan Dyrenfurth (1990) dan (1994) karya 
Layton dan Hansen mendefinisikan kompetensi teknologi sebagai keterkaitan 
antara kemampuan teknis dalam psikomotorik, kognitif dan afektif. Dyrenfurth 
dan Layton, mereka mengidentifikasi ada tiga komponen yang dianggap sebagai 
dimensi teknologi. Yang pertama adalah pengetahuan teknologi.  
Teknologi digital pertama kali tiba dan diperkenalkan di spanyol 
melalui berbagai program di kelas yang saat itu menjadi hal paling terbaru dan 
relevan. Kelompok peneliti GITE_USAL dari universitas Salamanca meneliti 
proses kolaborasi strategi belajar berdasarkan penggunaan ICT di sekolah-
sekolah yang memiliki teknologi tinggi seperti Castilla dan Leon. Piaget 
menyatakan bahwa tujuan prinsip pendidikan adalah untuk menciptakan 
manusia melakukan hal-hal baru, tidak hanya mengulangi apa yang telah 
dilakukan oleh generasi-generasi lain, dengan mengembangkan keterampilan 
metakognitif, kreatif dan komunikatif yang merupakan tujuan pendidikan saat 
ini.  
                                                          
8Journal of Technology education Virginia Tech Invent the Future Volume 22, No 
2 (2011) 
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Pedagogi/keilmuan saat ini harus memeberikan kebebasan siswa untuk 
memperluas pemikiran mereka diluar model konvensional. Sehingga metode 
pelajaran kolaboratif cenderung lebih bisa memenuhi tujuan pendidikan saat ini. 
Pendidikan melalui pertukaran ide jauh dari pendidikan birokrasi yang 
menghargai kuantitas & kualitas serta menjangkau transformasi bathin dan 
mobilisasi. Melalui teknik seperti diskusi terbuka, orang-orang dari kelompok 
kecil dapat merubah pemikiran kolektif, belajar untuk memobilisasi energi dan 
tindakan ke arah tujuan bersama dan mengandalkan kecerdasan yang lebih 
diunggulkan jumlah bakat individu dari pada anggota kelompok.9 
Pendayagunaan Teknologi Pendidikan ( Education Technology) atau Teknologi 
Komunikasi dan Informasi  ( Information and communication Technology/ 
ICT) diyakini sebagai salah satu cara strategis mengatasi masalah tersebut. 
dengan demikian pendayagunaan ICT untuk pendidikan menjadi demikian 
penting, baik dalam rangka penyiapan tenaga ICT yang andal maupun untuk 
mendukung proses pembelajaran.  
Semula globalisasi dipahami sepenuhnya akan mampu menuntun pada   
terjadinya perkembangan ekinomi dalam skala pasar yang lebih besar, yang 
akan mendorong meningkatnya pendapatan rata-rata, di mana Negara miskin 
atau dunia ketiga akan bisa berkembang dengan lebih cepat, sehingga 
diharapkan kesenjangan ekonomi antara Negara kaya dengan Negara di dunia 
ketiga akan menjadi semakin kecil. Tetapi kenyataan menunjukan hal yang jauh 
berbeda. Hal yang paling utama dalam mendasari lahirnya kesenjangan tersebut 
ialah terjadinya pertumbuhan informasi yang luar biasa akibat penguasaan 
teknologi komunikasi dan informasi pada Negara-negara maju. Banyak pihak 
yang menilai, walau arus internet yang sangat tinggi telah berhasil membawa 
beberapa Negara ke arah yang lebih baik, namun kesenjangan antara meraka 
yang memiliki peralatan, keahlian motivasi untuk dapat berhasil di abad 21 
dengan mereka yang tidak memilikinya, tidak mengurangi kesenjangan dan 
bahkan semakin memperlebar kesenjangan tersebut. karena itu para ahli 
menyepakati kiranya ada tiga cara untuk menghilangkan kesenjangan tersebut. 
pertama, akses yang merupakan satu-satunya parameter untuk persamaan. 
Kedua, basic skill atau kemampuan dasar, training dan keahlian teknologi yang 
sangat dibutuhkan pada era reformasi ini. Ketiga, content atau isi yang harus 
bermanfaat, kaya akan media, multibahasa dan berkualitas tinggi. 
Indonesia sekaligus pemerintah tentu saja sangat menaruh perhatian 
terhadap hal tersebut dan meyakini bahwa kesenjangan digital harus 
dipersempit agar tercipta kebangkitan ekonomi. Pemerintah menyadari pula, 
bahwa faktor keberhasilan pengurangan kesenjangan digital terutama 
ditentukan oleh adanya infrastruktur yang baik yang berarti juga kemudahan 
akses, ketersediaan SDM yang berkualitas dan ketersediaan informasi atau isi 
(content). Dari ketiga hal tersebut, maka aspek sumber daya manusia dan 
ketersediaan konten merupakan hal yang paling mendapatkan perhatian khusus, 
karena penyediaan SDM yang berkualitas dan penyediaan konten sungguh 
                                                          
9Dewi Salma Prawiradilaga & Eveline Siregar: Mozaik Teknologi pendidikan, 
Jakarta: Prenada Media Group, 2004) hal. 310 
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memerlukan kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Penggunaan ICT ini 
sangat penting bagi pendidika di era globalisasi ini khususnya untuk Indonesia. 
Dengan ICT bisa meningkatkan kualitas pendidikan agar sederajat dengan 
pendidikan internasional yang mungkin jauh lebih berkembang dari pada di 
Indonesia.  
Untuk itu salah satu kebijakan yang dikeluarkan dan bisa dijadikan 
landasan dalam pendayagunaan ICT untuk pendidikan, ialah Action Plan for the 
Development and Implementation and Communication Technologies (ICT). 
Action plan tersebut berisi rencana pelaksanaan pendayagunaan dalam bidang 
pendidikan selama lima tahun (2001-2005) antara lain menekankan pada: 
1. Pengembangan dan pengimplementasian kurikulum; 
2. Pendayagunaan ICT sebagai bagian dari kurikulum dan sebagai media 
pembelajaran di sekolah/ perguruan tinggi; 
3. Memujudkan program pendidikan jarak jauh termasuk berpartisipasi dan 
bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pendidikan jarak jauh di 
dunia; 
4. Memfasilitasi pendayagunaan internet untuk meningkatkan efisiensi proses 
pembelajaran. 
Dengan demikian pendayagunaan ICT untuk pendidikan menjadi 
demikian penting, baik dalam rangka penyiapan tenaga ICT yang andal maupun 
mendukung proses pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. upaya tersebut 
diharapkan akan mengurangi kesenjangan digital, yang pada gilirannya mampu 
meningkatkan daya saing bangsa dalam rangjka meningkatkan perekonomian 
Negara. 
Peranan Teknologi E-Learning  
E-learning merupakan suatu teknologi informasi yang relative baru di 
Indonesia. 10 terdiri dari bagian, yaitu ‘e’ yang merupakan singkatan dari  
“elektronik” dan learning yang berarti ‘ pembelajaran’ . jadi E- Learning berarti 
pembelajaran dengan menggunakan elektronika, khususnjya komputer. Karena 
itu, maka e-learning sering disebut pula dengan istilah “online course” dengan 
kata lain e-learning atau pembelajaran malalui online adalah pembelajaran yang 
pelaksanaanya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, videotype, 
atau komputer. Penggunaan e-learning tidak bisa dilepaskan dengan peran 
internet. Menurut Williams (1999), internet adalah ‘a large collection of 
computers in networks that are tied together, so that many users can share their 
vast resources’.  Jadi pada dasarnya, internet adalah kumpulan informasi yang 
tersedia di komputer yang bisa diakses karena adanya jaringan yang tersedia di 
komputer tersebut. Dalam perkembangannya, computer dipakai sebagai alat 
bantu pembelajaran, yang di kenal dengan istilah computer based learning 
(CBL) atau computer assisted learning (CAL). Karena berbagai variasi variasi 
teknik belajar bisa dibuat dengan bantuan komputer tersebut, maka setelah itu 
teknologi pembelajaran terus berkembang dan dikelompokkan menjadi dua 
yaitu: 
                                                          
10Forewor by Robert & J. Marzako, Using Technology with classroom 
Instructions, (tt: tp, 2007), 18 
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1. Technology- based learning, dan 
2. Technology-based Web-Learning 
Technology-based learning ini pada prinsipnya terdiri dari Audio 
Information technologies (radio, tape, voice mail, telephone) dan video 
Information Technologies (misalnya: video tape, video text, video messaging). 
Sedangkan technology based Web-Learning pada dasarnya adalah Data 
Information Technologies (misalnya, bulletin board, Internet, e-mail). 
Dalam pelaksanaannya pembelajaran sehari-hari, yang sering kita 
jumpai adalah kombinasi dari teknologi audio dan video. Teknologi ini sering di 
pakai juga di pendidikan jarak jauh (distance education), dimaksudkan agar 
komunikasi antara murid dan guru bisa terjadi dengan pemanfaatan e-learning 
ini. 
Karakteristik e-learning antara lain adalah: 
1. Memanafaatkan jasa teknologi elektronik, dimana guru dan siswa, siswa 
dan sesama siwa atau guru dengan sesama guru dapat berkomununikasi 
dengan relatif mudah 
2. Memnafaatkan keunggulan komputer (digital media computer networks); 
3. Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri (self learning materials) yang 
mana data bisa diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila 
yang bersangkutan membutuhkannya; dan 
4. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar dan 
hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap 
saat di komputer. 
 
Dengan demikian, pemanfaatan e-learning tidak terlepas dari jasa 
internet. Karena teknik pembelajaran yang tersedia di internet begitu lengkap, 
maka hal ini akan mempengaruhi tugas guru dalam proses pembelajaran. Yang 
mana dulu proses belajar mengajar didominasi oleh peran guru, karena itu 
disebut the era of teacher. Kini, proses belajar mengajar, banyak didominasi 
oleh peran guru dan buku (the era of teacher and book).   
E-learning dan internet di Indonesia  
Pemanfaatan e-laerning khuusnya internet untuk kegiatan pembelajaran 
bukan saja terjadi di Indonesia maupun di Asia Tenggara, namun juga di 
berbagai penjuru di dunia. Namun ahrus diakui bahwa pemanfaatan e-learning 
di Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan Negara-negara tetangga 
seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan singapura. Di Indonesia, diperkirakan 
pengguna internet sebesar tujuh juta atau sekitar 3% dari jumlah penduduk. 
Sementara itu, pengguna internet di eropa sebesar 113 juta atau 14% dari total 
penduduk. 
Menurut Williams (1999), internet adalah ‘a large collection of 
computers in networks that are tied together, so that many user can share their 
vast resources’.  Jadi pada dasarrnya, internet adalah kumpulan informasi yang 
tersedia di komputer yang bisa diakses karena adanya jaringan yang tersedia di 
komputer tersebut. perkembnagan pengguna internet di dunia ini berkembang 
sangat cepat karena beberapa hal, antara lain:  
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1. Menggunakan internet adalah suatu kebutuhan untuk mendukung pekerjaan 
atau tugas sehari-hari, 
2. Tersedianya fasilitas jaringan (internet infrastructure) dan koneksi internet 
(Internet Connection), 
3. Semakin tersedianya peranti lunak pembelajaran (management course 
tools),  
4. Keterampilan jumlah orang yang mengoperasikan atau menggunakan 
internet, dan 
5. Kebijakan yang mendukung pelaksanaan program yang menggunakan 
internet tersebut.11 
Kesimpulan  
Kesimpulan dari artikel ini menyatakan bahwa perkembangan ICT telah 
mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menerapkan standar Pendidikan di 
satuan Pendidikan, standar proses pembelajaran, sumber belajar, dan 
manajemen Pendidikan di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia 
dengan dasar Undang-undang dasar 1945 pemerintah dan merintis dan telah 
mengembangkan Jejaring Pendidikan Nasional atau Jardiknas sejak tahun 2006 
telah menjadi program prioritas di Kementerin Pendidikan dn Kebudayaan dan 
menjadi salah satu flagship yang terbesar di Dewan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Nasional (DeTIKNas) yang di pimpin oleh Presiden RI. Secara 
umum kebijakan pemerintah tertuang dalam UUD 1945 yakni pasal 28 & 31 
yang berbunyi (28; c) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi 
meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28; 
e) disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama, dan beribadat 
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan 
meninggalkannya. 
 
  
                                                          
11Soekartawi, Analisis Usahatani (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002), 6 
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